BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi
warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana
tertulis dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Tiap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Isi pasal tersebut, Negara menyadari akan arti penting dan
mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia
untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan
sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan
cara mengabdi pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri.

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
secara merata dan berkesinambungan materill dan spiritual. Hal tersebut dapat
dicapai salah satunya dengan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara,
Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan
penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah. Pendapat E.Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya
Hukum Kepegawaian, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari
persekutuan orang (Gemeenschaap Van Merten) yang ada  karena

perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah® Berdasarkan

! Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, him. 10.



pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan
merupakan suatu badan yang berstatus hukum sebagai pendukung hak dan
kewajiban (subyek hukum). Negara akan mencapai tujuannya dengan
menggunakan status badan hukum beserta hak dan kewajibannya tersebut. Hak
dan kewajiban yang dilaksanakan oleh aparatur negara didistribusikan kepada
jabatan-jabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara
yang disebut subyek hukum adalah Pegawai Negeri. Hubungan antara Pegawai
Negeri dengan negara menimbulkan kaidah-kaidah dalam hukum kepegawaian
Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung
pada kesempurnaan dan kemampuan aparatur Negara, dalam hal ini adalah
Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi
pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan
tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Dalam rangka memberikan Pelayanan yang profesional, jujur adil dan
merata maka dibutuhkan juga  Sumber Daya Manusia  Aparatur
Pemerintah ~ yang  berkualitas  dan mempunyai kesadaran tinggi akan
tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat.
Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika mereka
memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai
dengan kewenangan yang diberikan kepadanya®
Peranan Pegawai Negeri sipil yang penting dan strategis tersebut

menjadikan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya.

2 Soetrisno, 2003, Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah, Raja Pustaka,
Yogyakarta, him.26



Setiap orang tidak bisa menduduki Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil
apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muchsan yang
mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur untuk menyatakan seseorang
menjadi Pegawai Negeri.
1. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara menyatakan bahwa :

Aparatur  Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari

intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil

Negara, pegawai negeri sipil diharuskan mempunyai fungsi sebagai:



a. pelaksana kebijakan publik;

b. pelayan publik; dan

c. perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan pada Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang
aparatur sipil Negara mengatur bahwa jabatan ASN terdiri atas:

a. Jabatan Administrasi;

b. Jabatan Fungsional; dan

c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat
Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta
menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong
Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di
Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

Berkaitan dengan  eksistensi Satuan  Polisi Pamong Praja dalam
penegakkan hukum  (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah,
kontribusi  satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung
suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah
menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong
Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian
pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah
masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan

dan penegakan hukum.



Dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan peraturan daerah tentunya
tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan
kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang
sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus
menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat
yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang
akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Diberikannya kewenangan pada SatPol PP untuk memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar
pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan
Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan: bahwa urusan wajib yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan Ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal
149 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ~ yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja
untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum serta katentraman masyarakat

Dengan diterbitkanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong
Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok
menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi



sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan
mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-
kekuasaan bawahan®

Keberadaan Satpol PP di Kota Bandung khususnya dalam menjalankan
tugasnya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2013
tentang Tentang Pembentukan Satuan Pamong Praja, sehubungan dengan
permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kota Bandung
menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan
kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kota Bandung dalam
peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu,
terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan
penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara
umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta
aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai
peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

Pada saat ini 36 ribu Bantuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol
Satpol PP) seluruh Indonesia masih berstatus non PNS. Mereka meminta
pemerintah pusat membuat peraturan yang jelas terkait mekanisme perekrutan
Satpol PP hingga menjadi PNS. Pasalnya, mereka sudah mengabdi lebih dari 10

tahun menjadi aparat negara di bidang pemerintahan daerah.

® Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres Il Serikat Sekerja
Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja
Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160



Banpol Satpol PP ini akhirnya membentuk Forum Komunikasi Bantuan
Polisi Satpol PP Nusantara dimana anggotanya berasal dari seluruh wilayah di
Indonesia. Mereka menyatukan suara untuk menyampaikan aspirasi agar
diakomodir pemerintah pusat menjadi PNS. M.Riswan, Ketua Forum tersebut
mengatakan masih ada kesenjangan sosial yang terjadi di tubuh Satpol PP.

Pembagian itu tergantung kebijakan masing-masing daerah. Saat ini satpol
pp non pns membutuhkan payung hukum pemerintah pusat supaya bisa diangkat
menjadi aparat negara berstatus PNS.

Aturan hukum mengenai kedudukan Satpol PP sebenarnya sudah diatur. UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana Pasal 256 menjelaskan
bahwa kedudukan satpol pp harus PNS dengan jabatan fungsional. Namun pada
kenyataannya masih ada aparatur negara yang menjadi tenaga honorer
pemerintah.

Pada PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP tertuang pada Bab 6
tentang pengangkatan dan pemberhentian satpol PP. Menurut Riswan, mereka
sudah memenuhi syarat menjadi satpol pp. Hanya saja belum diangkat menjadi
pns seperti yang disebutkan dalam salah satu poinnya.Berdasarkan sedikit
pemaparan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk
skripsi yang berjudul : KEDUDUKAN BANPOL SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PP

No. 6 TAHUN 2010 TENTANG SATPOL PP



B. Identifikasi Masalah
Untuk membatasi permasalahan, maka peneliti perlu mengidentifikasi
masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja
menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ?

2. Kendala apa yang dihadapi serta solusi apa yang dapat diambil oleh
Banpol Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur

sipil Negara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis Bagaimanakah
kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja
menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisis Kendala apa yang
dihadapi serta solusi apa yang dapat diambil oleh Banpol Satuan Polisi
Pamong Praja dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menurut Undang-

Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara



D. Kegunaan Penelitian
Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka peneliti dalam pembahasan ini

dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan di

peroleh yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat
berupa gambaran atau masukan, baik untuk ilmu pengetahuan hukum tata
negara di Indonesia khususnya mengenai kedudukan dan fungsi Banpol
Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian berupa skripsi ini diharapkan dapat memberikan
solusi / jalan keluar bagi objek masalah yang sedang diteliti untuk dapat di
implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diharapkan
mampu memberikan penjelasan bagi masyarakat serta pihak lain untuk
dapat memahami dan mengetahui dalam perspektif yuridis maupun
kriminologis mengenai objek masalah yang diteliti serta diharapkan dapat
menambah wahana kepustakaan yang meneliti dan mengkaji masalah yang
berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong
Praja menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara
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E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian
luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati
kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara”, sebagai
contohnya yaitu dalam perihal perizinan bangunan. Penguasa dalam memberikan
izin, memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan.13
Pemerintah dalam hal demikian, menentukan syarat-syarat keamanan, disamping
itu bagi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat
ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap
peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri in cauda venenum dengan
sejumlah ketentuan pidana (in cauda venenum secara harfiah berarti ada racun di
ekor/buntut). Hukum menurut isinya dapat dibagi dalam Hukum Privat dan
Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur
hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan
menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum Publik (Hukum
Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat
perlengkapan, atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara),

yang termasuk dalam hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi
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Negara®.

Tujuan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
secara merata dan berkesinambungan materill dan spiritual. Hal tersebut dapat
dicapai salah satunya dengan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara,
Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan
penuh  Kkesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan
Pemerintah. Pendapat E.Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya
Hukum Kepegawaian, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari
persekutuan orang (Gemeenschaap Van Merten) yang ada  karena
perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah’.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dituangkan peraturan
perundang-undangan, seperti : tertuang dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

Asas-asas umum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Asas Kepastian Hukum (Principles of Legal Security)

Artinya, pemerintah di dalam menjalankan wewenangnya haruslah
sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah
harus menghormati hak-hak seseorang yang telah diperoleh dari pemerintah
dan tidak boleh ditarik kembali. pemerintah harus konsekuen atas
keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.

b. Asas Keseimbangan (Principles of Proportionality)

4 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, him. 16
s Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, him. 10
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Artinya, ada keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu
kesalahan seseorang pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan
dibandingkan dengan kesalahannya.

c. Asas Kesamaan (Principle of Equality)

Artinya, pemerintah dalam menghadapi kasus/fakta yang sama,
pemerintahan harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih
kasih dan lain sebagainya.

d. Asas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness)

Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak

secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan (Principle of Motivation)

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat
administrasi negara (pemerintah) bersandar pada alasan atau motivasi yang
cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas. Artinya, setiap keputusan
pemerintah harus mempunyai motivasi (alasan) yang benar, adil dan jelas.

f. Asas Jangan Mencampur Adukan Kewenangan (Principle of Non Misuse of
Competence).

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat
administrasi negara (pemerintah) tidak menggunakan kewenangan atas
kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu. Artinya,
pemerintah jangan menggunakan kewenangan untuk tujuan yang lain, selain
tujuan yang sudah ditetapkan untuk kewenangan itu.

g. Asas Permainan yang Layak (Principle of Fair Play)
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Artinya, pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada
warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Misalnya: memberi
hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima individu
melalui PT Tata Usaha Negara (PT TUN).

h. Asas Keadilan atau Kewajaran (Principle of Reasonable or Prohibition of
Arbitrariness)

Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintahan
tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Artinya pemerintah
tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang
yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya.

i. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar (Principle of Meeting Raisesd
Expectation)

Artinya, tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan secercah
harapan bagi pegawai negeri sipil yang berprestasi dalam kinerjanya, untuk
memperoleh penghargaan dari pemerintah atau atasannya.

J.  Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal

Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan,
maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu dihilangkan, sehingga yang
bersangkutan (terkena putusan) harus diberikan ganti kerugian atau
rehabilitasi. Misalnya membuat keputusan memberhentikan seorang pegawai.
Kemudian keputusan pemberhentian (pegawai) itu dibatalkan oleh lembaga
peradilan administrasi negara (PTUN). Maka semua akibat dari keputusan

yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga instansi yang membuat
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keputusan pemberhentian itu bukan saja harus menerima pegawai yang
bersangkutan untuk bekerja lagi di instansi tersebut, tetapi juga harus
mengganti kerugian akibat keputusan yang pernah dibuatnya.

k. Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup Pribadi (Principle of Protecting the
Personal Way of Life)

Asas ini menghendaki setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak
untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan (cara) hidup
yang dianutnya. Penerapan asas ini harus dikenakan pada pembatasan dari
garis-garis moral Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa. Dengan
demikian, pandangan hidup itu dalam pelaksanaannyaharus diberikan batasan
moral sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang religius.

I. Asas Kebijaksanaan (Principle of Wisdom — Sapientia)

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah
diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu
menunggu instruksi. Artinya, pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum.

m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (Principle of Public Service)
Pengertian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014 menyatakan :

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah
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Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyatakan
Penyelenggaraan  kebijakan dan Manajemen  ASN berdasarkan pada

asas:

[ob)

. kepastian hukum;
b. profesionalitas;
c. proporsionalitas;
d. keterpaduan;
e. delegasi;
f. netralitas;
g. akuntabilitas;
h. efektif dan efisien;
I. keterbukaan;
J. nondiskriminatif;
k. persatuan dan kesatuan;
I. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan.
Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.
Pegawai ASN bertugas:
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c. mempererat  persatuan  dan  kesatuan = Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang
dengan penuh kesetian dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
1945, Negara dan  Pemerintah  dalam  menyelenggarakan  tugas
pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kenegaraan dan
jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar dapat berjalan dengan lancar, dan
dapat menunjang kelancaran pembangunan Nasional, maka setiap Pegawai
Negeri tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan
tingkat disiplin yang tinggi pula. Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam
bidang keterampilannya saja, akan tetapi harus didukung dengan tingkat
kualitas diri secara total, karena kualitas manusia itu ditentukan oleh
KSA (Knowledge, Skill, and Attitude) atau pengetahuan, keterampilan, dan
sikap mental®.

Penyelenggara pemerintahan yang telah mempunyai kualitas tersebut,
maka dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan
dan pembangunan dapat berjalan secara efektif. Kualitas Pegawai Negeri
yang baik dalam setiap aparatur Negara, akan menumbuhkan rasa tanggung

jawab baik secara materill maupun moril terhadap semua tugas-tugas yang

® F.X. Oerip S, Poerwopoespito, 2000, Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan, Solusi Melalui
Pengembangan Sikap Mental, Grasindo, Jakarta, him. 26.
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dipikulnya, serta tumbuh kesadaran untuk selalu menjunjung tinggi peraturan
yang ada.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya
pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri
yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan
mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh
Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara’

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6
tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, dalam Bab | (1) mengenai
ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya
disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan
Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP
sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas
memelihara keamanan dan Kketertiban umum atau pegawai Negara
yang bertugas menjaga keamanan® Berdasarkan definisi-definisi yang
tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah
Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di

wilayah kerjanya

" Alwi, Hasan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hIm.817.
8 Ibid., hal. 886.
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Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong
Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan ketentraman dan Kketertiban umum serta penegakan
Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban
umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang
diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi
Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang
satuan polisi pamong praja, dalam Bab Il (5) menyatakan, tugas satuan polisi
pamong praja (Satpol PP) adalah :

1. Menyusun program dan melaksanaan penegakan Perda,
menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat

2. Melaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah

3. Melaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat di daerah

4. Melaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

5. Melaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala
daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.

6. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan



hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala
daerah.

7. Melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.
Selanjutnya dalam Bab 11l (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan

mengenai kewajiban satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, yakni :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,

dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat

2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja

3. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas

ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana

5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas

ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda

dan/atau peraturan kepala daerah.
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Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan

ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga

dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk

kejujuran dalam melaksanakan tugas- tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai

lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat

yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif

masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban
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sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada SatPol PP,
tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP sangat penting dan
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup

tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat

F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini

mempunyai tahapan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini mempunyai spesifikasi deskriptif analitis, yaitu penelitian
hukum yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan
praktik pelaksanaannya mengenai kedudukan pegawai negeri sipil di
kedudukan dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja
menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara Yuridis-Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu
hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum

yang berlaku didalam masyarakat.
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3. Tahap Penelitian
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan

penelitian yang dibagi dalam 2 (dua), yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Tahap ini menguji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum
yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian
kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer
berupa, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara, maupun bahan hukum sekunder seperi buku maupun Koran.

b. Studi Penelitian Lapangan
Ronny Hanitojo Soemitro menyatakan bahwa penelitian lapangan
adalah °:
Studi penelitian lapangan tergolong kedalam data primer,
terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara (interview) melaui penelitian lapangan.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan
bertanya langsung pada yang diwawancarai.

4. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan tahap penelitian di atas, maka data yang diperoleh dilakukan

dengan teknik :

® Ibid



5.

6.
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a. Studi dokumen terhadap data yang berhubungan dengan kedudukan
dan fungsi Banpol Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-
Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b. Wawancara untuk mendapatkan data pendukung yakni pendukung data
sekunder

Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan studi dokumen

atau bahan pustaka dan wawancara, yaitu suatu alat pengumpul data yang

dilakukan melalui data baik tertulis ataupun wawancara langsung dengan

pihak yang terkait.

Analisis Data
Analisis adalah suatu penjelasan, penginterprestasian secara logis,
sistematis dan konsekuen, dengan cara menelaah data secara terperinci dan
mendalam. Perincian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang
diperoleh, mengarah kepada bagian yang bersifat teoritis dalam bentuk
asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin hukum dan kaidah-kaidah hukum.
Lokasi Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti di dalam mengumpulkan data skripsi
ini dilakukan di :
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong
Dalam No. 17 Bandung;

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
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8. Jadwal Penelitian

Waktu
Jenis Kegiatan

November | Desember | Januari | Februari | Maret
2015 2015 2016 2016 2016

Pengajuan Judul dan
Acc. Judul
Bimbingan

Seminar UP

Penelitian Lapangan

Pengolahan Data

Penulisan Laporan

Sidang komprehensif

Catatan: jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.



